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JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN SURAT KUASA DALAM TRANSAKSI 
JUAL BELI BARANG MENURUT BUKU II KITAB 
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA 

Penulis \ Pembimbing 

Fitri Apriani H. Samsul Hadi, SH.,MH. 

ABSTRAK 

Adapun pennasalalian yang akaii dibalias dalam skripsi ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah kekuatan surat kuasa dalam transaksi jual beli barang 

menurut Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? 
2. Apakah akibat hukumnya terhadap pelaksanaan jual beli barang 

dengan sural kuasa ? 
Pcnulisan skripsi ini merupakan pcnelitian hukiim Normatif, dalam 

rangka mengumpulkan data, penulis mengiisakan scbanyak mungkin 
meinpcrolcii data sekundcr melalui studi dokuincritasi atau kcpuslakaan 
(library research). 

Teknik mengumpulkan data dilakukan dengan menguraikan dan 
iiienghubungkan data sehingga demikian dapat dilakukan pemccalian 
masalah dengan mcngguiiakan metode analisis (content analysis) yaitu 
menganalisis isi atau maktia dan hasilnya digambarkankan secara kualitatil" 
pada bagian kesimpulan skripsi ini. 

Berdasarkan hal tersebut di alas maka kesimpulan dari skripsi ini 
sebagai berikut' 
!. Kckuatan sural kuasa dalani transaksi jual beli barang menurut Buku II 

Kilab Undang-Undang llukum Perdata adalah: mempunyai kekualan 
mcngikat bagi para pihak baik penjual maupun peiiibcli dan berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang iiieinbualnya. Bilaiiiana salah 
satu pihak tidak melaksanakan isi pcrjanjian dari sural kuasa terseluit, 
maka kepadanya (\\\p\\\ dikatakan lelah melanggar isi perjanjian, dan ha! 
ini dianggap sania lialnya telah melanggar undang-undang. 
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Akibal hukum terhadap pelaksanaan jual beli barang dengan surat kuasa 
adalah: Karena surat kuasa yang dibuat oleh kcdua pihak adalah sah 
secara hukum, dengan sendirinya jual beli tersebut adalah sah secara 
hukum dan mcngakibatkan hak milik atas barang tetap yang diperjual 
bclikan menjadi beralih dari penjual kepada pembeli. Dengan beralihnya 
hak milik atas suatu barang yang diperjual belikiijn, maka hak dan 
kewajiban atas barang yang dipcrjual bclikan menjadi beralih pula dari 
penjual kepada pembeli. 
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B A B l 

PENDAHULUAN 

A. Latar Betakang \ 

Manusia adalah makhluk sosial dan makhluk politik (zoonpoliticon), 

sebagai makhluk sosial manusia senantiasa berhubungan dengan sesamanya 

dan sebagai makhluk politik manusia senantiasa selalu hidup dalam 

organisasi. Interaksi sosial sesama manusia itu ada kalanya menyebabkan 

konflik diantara mereka dan satu pihak harus mempertahankan haknya dari 

pihak lainnya atau memaksa pihak lain melaksanakan kewajibannya. 

Interaksi diantara sesama manusia ini diperlukan terutama dalam memenuhi 

berbagai kebutuhan-kebutuhan manusia baik kebutuhan yang bersifat 

material maupun kebutuhan inmaterial. 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia ini dapat dilakukan 

dengan berbagai cara seperti melalui transaksi jual beli, tukar menukar dan 

lain scbagainya. Dalam transaksi jual beli ini dapat dilakukan baik terhadap 

barang bergerak maupun barang yang lidak bergerak. Adapun yang 

dimaksud dengan jual bcli adalah sebagai berikut: 

Suatu pcrsclujuan dlmana satu pihak mengikatkan dirl unluk 
berwajib menyerahkan suatu barang, dan pihak lain berwajib unluk 
membayar harga yang dimufakati antara mereka berdua. Dalam Pasal 
1475 KUH Perdata mengatakan bahwa penyerahan (levering) ini 
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adalah penyerahan barang oleh penjual kcarah kekuasaan pemegang 
pihak pembeli.'* 

Jual beli tersebut merupakan suatu persctujuan timbal balik, dalam 

mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik 

atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk 

membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari 

perolehan hak milik tersebut. 

Dalam perjanjian jual beli setidak-lidaknya terdapat dua pihak yaitu 

pihak penjual dan pihak pembeli, masing-masing pihak mempunyai hak dan 

kewajiban masing-masing. Oleh karena itulah mereka masing-masing 

dalam beberapa hal merupakan pihak berwajib dan dalam hal-hal lain 

merupakan pihak yang berhak. Ini merupakan sifat timbal balik dari 

persctujuan jual beli. Dalam transaksi jual beli bahwa subyek yang berupa 

orang (manusia), harus memiliki syarat umum untuk dapat meiakukan suatu 

perbuatan hukum secara sah. yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya 

dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau dibatasi dalam hal meiakukan 

perbuatan hukum yang sah. 

Dalam transaksi jual bcli. khususnya jual bcli barang yang tetap para 

pihak dapa'i niclakukaniinya melalui kuasa, .sehingga dapal mcwakilinya 

melalui orang lain, tidak selalu harus dilakukan oleh yang bcrsangkutan. 

Untuk ini dapat dilakukan dengan pemberian surat kuasa kepada pencrima 

" l>jok() I'rakt)s(>. 2(K)7, Dasur Hukum Persetujuan Tcrreniii di Indonesia, Bina Aksara, 
Jakarta, lilm. I 
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kuasa. Yang dimaksud dengan pemberi kuasa adalah: "Suatu persetujuan 

dengan mana sescorang memberikan kuasa kepada orang lain yang 

menerimanya, untuk alas namanya, menyelcsalkan suatu urusan".^' 

Sedangka perkataan "untuk dan atas namanya" ini berarti: "Bahwa 

yang diberi kuasa bertindak untuk dan alas namanya pemberi kuasa, 

sehingga segala sebab dan akibat dari persetujuan itu menjadi tanggung 

jawab sepenuhnya dari pemberi kuasa dalam batas kuasa".̂ * 

Dapat dikemukakan bahwa dalam perjanjian pemberian kuasa ini 

dapat dibagi inenjadl 2 (dua) jenis, sebagai berikut: 

1. Surat kuasa umum 

2. Surat kuasa khusus.^' 

Surat kuasa umum merupakan suatu pemberian kuasa yang diberikan 

secara umum adalah meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan yang 

meliputi segala kepentinganpemberi kuasa. Sedangkan pemberian kuasa 

secara khusus adalah pemberian kuasa yang diberikan hanya mengenai satu 

kepentingan tertentu atau lebih, karena itu diperlukan suatu pemberian 

kuasa yang menyebutkan dengan tegas perbuatan mana yang dapat 

dilakukan oleh pcnerima kuasa. Pemberian kuasa secara khusus ini seperti 

untuk mengalihkan hak barang bergcrak/tidak bergerak, meielakkan 

*̂ Ojaja S. Meliala, 2002. Pemberian Kuasa Menurul Kilah Undang-undang Hukum 
Perdala, TarsUo, Bandung, him. 3 

Ibid. Iilm. 3 

Ihui. lilni. 4 



4 

hipotik, meiakukan suatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh 

seorang pemilik. 

Selanjutnya dijclaskan bahwa surat kuasa ini menurut ketentuan 
\ 

Pasal 1793 KUH Perdata: "Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu 

akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk 

surat ataupun dengan Usan". 

Surat kuasa yang telah diberikan oleh pemberi kuasa kepada 

pencrima kuasa berakhir dikarenakan hal sebagai berikut: 

1. Atas dasar kehendak sendiri 
2. Atas pcrmintaan pcnerima kuasa 
3. Pcrsoalan yang dikuasakan tidak dapat disclesaikan 
4. Salah satu pihak meninggal dunia 
5. Salah satu pihak berada di bawah pengampuan 
6. Salah satu pihak dalam keadaan pailit 
7. Karena perkawinan pcrcmpuan yang meinberi/menerima kuasa 

8. Atas keputusan pengadilan.'* 

Dari apa yang lelah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa 

pemberian kuasa dalam transaksi jual beli dapat dilakukan, baik oleh pihak 

penjual maupun oleh pihak pembeli. Dalam pemberian kuasa ini seringkali 

menimbulkan berbagai pcrsoalan, seperti mengenai kekualan mcngikat 

surat kuasa dalam transaksi jual beli barang telap dan akibat hukum 

tcrhadap pc!ak.sanaan jual bcli barang ictap dengiui cara melalui sural kuasa 

menurut ketentuan yang diatur dalam Kilab Jndang-undang Hukum 

Pcrdata. 
' Darwan PrinsI, 2002, Siruii-gi Menyusun Dan Menangani dugalan Perdala. Citra 

Adilya Bakli, Bandung,. him. 11 
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Terhadap persoalan yang telah dikemukakan di atas, penulis mcrasa 

tcrlarik untuk mengkajinya lebih incndaiam, sehingga persoalan ini dapat 

dijawab dengan jelas dan terperinci dengan cara mcnuangkannya kc dalam 

tulisan yang berbcntuk skripsi dengan judul; "KEKUATAN SURAT 

KUASA DALAM TRANSAKSI J U A L B E L I BARANG MENURUT 

BUKU II K I T A B UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA". 

B. Permasalahan 

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai bcrikiil: 

1. Bagaimanakah kckuatan sural kuasa dalam transaksi jual bcli barang 

menurut Buku 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdala? 

2. Apakah akibal hukumnya tcrhadap pelaksanaan jual beli barang 

dengan surat kuasa? 

C. Kuang Lingkup dan Tujuan 

Ruang lingkup penelitian terutama dilitik beratkan pada pcncliisuran 

terhadap kekuatan mcngikat sural kuasa dalam transaksi jual beli barang 

tetap menurul Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tanpa meniiliip 

kcmuiigkiiiari nienyingguiig pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan 

pokok perinbahsan dalam skripsi ini. 

Tujuan penelitian adalah: 
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Tujuan pcnelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah kekuatan 

mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang tetap menurut 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

2. Untuk mengetahui dan memahami apakah akibat hukumnya terhadap 

pelaksanaan jual beli barang tetap dengan surat kuasa. 

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan 

teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bcrmanfaat sebagai tambahan 

informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus 

merupakan sumbangan pemikiran yang dipcrscmbahkan kepada almamater. 

D. Metode Penelitian 

Sclaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip 

hukum, terutama yang bcrsangkut paut dengan kekuatan mengikat surat 

kuasa dalam transaksi jual beli barang tetap menurul Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata, maka jenis pcnelitiannya adalah pcnelitian hukum normatif 

yang bersifat deskriptif (mcnggambarkan) dan tidak bermaksud untuk 

menguji hipolesa. 
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1. Teknik pengumpulan 

Teknik pengumpulan data sckunder dititik beratkan pada 

penelitian kepustakaan {library research) dengan cara mengkaji: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berslCat 

mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, 

dan semua ketentuan peraturan yang berlaku 

b. Bahan hukum sekundcr, yaitu bahan hukum seperti 

hipotesa, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu, 

yang scjalan dengan permasalahan dalam skripsi ini 

c. Bahan hukum tcrsier, yaitu bahan hukum yang 

menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekundcr seperti kamus bahasa, cnsiklopcdia dan lainnya. 

2. Teknik pcngolahan data 

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna 

mcndapatkan dala yang terbaik, dalam pcngolahan data tersebut, 

penulis meiakukan kcgiatan editing, yaitu data yang diperoleh 

dipcriksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kcjclasan dan 

kcbcnarannya, sehingga tcrhindar dari kckurangan dan kesalahan. 

3. Analisa data 

Analisa dala dilakukan secara kualitatifyun^ dipergunakan untuk 

mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang 
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bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data 

yang diperoleh dan mcnghubungkan satu sama lain untuk 

mcndapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.̂ * 
\ 

E . Sistematikfl Penulisan 

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan sknpsi Fakultas Hukum 

Universita Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara 

keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sislematika sebagai 

berikut: 

Bab. I . Pendahuluan, bcrisi mengenai latar belakang, permasalahan, 

ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, serta sislematika 

penulisan 

Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang mengkaji 

mengenai tinjauan umum tcntang kuasa, pengertian kuasa, 

macam-macam kuasa, perjanjian pemberian kuasa, hak dan 

kewajiban pemberi dan pencrima kuasa, Tinjauan umum tentang 

jual bcli, pengertian jual bcli, cara meiakukan jual beli 

Bab. I I I . Pembahasan, yang bcrisikan paparan tentang hasil penelitian 

secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang 

diteliti mengenai bagaimanakah kckuatan mengikat surat kuasa 

'•' Rambang Sunggono, 2007, Melode I'eneliliim Hukum. Raja Draliinii) Pcrsaila, Jakarta, 
him. 129 
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dalam transaksi jual beli barang tetap menurut Kitab Undang-

undang Uukum Perdata dan juga mengenai apakah akibat 

hukumnya terhadap pelaksanaan jual beli barang tetap dengan 
\ 

surat kuasa. 

Bab. IV. Pcnutup, pada bagian peutup ini merupakan akhir pembahasan 

skripsi ini, yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran. 





BAB I I 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Kuasa 

1. Pengertian Kuasa 

Sebagai individu (perseorangan) orang tidak dapat mencapai sesuatu 

yang diinginkan dengan mudah. Oleh karcna itu ia memberikan kuasa 

kepada orang lain unluk dapat mencapai sesuatu yang diinginkannya. Kuasa 

adalah: "Wewenang yang diberikan oleh sescorang kepada orang lain untuk 

dan atas namanya meiakukan suatu perbuatan hukum".^' 

Dari pengertian kuasa di atas, bahwa orang yang diberi kuasa 

meiakukan perbuatan atas nama orang yang memberi kuasa atau juga 

dikatakan bahwa ia mewakili si pemberi kuasa. Artinya bahwa apa yang 

dilakukan itu adalah atas tanggungan si pemberi kuasa dan segalahak dan 

kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah 

diberi kuasa. Atau bahwa kalau yang dilakukan itu berupa membual 

(menulup) sualu perjanjian, maka si pemberi kuasalah yang menjadi pihak 

dalam suatu pcrjanjian. 

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa pemberian kuasa adalah: 

"Suatu perjanjian dengan mana sescorang membcrikan kekuasaan 

*̂ FfTcndi I'eraiigiri, 2007. Pruklek Juh Ik-li Tanah. Rajawali. Jakarta, him. 97 

10 
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(wewenang) kepada seorang lain, menerimanya unluk dan atas namanya 

mcnyclenggarakan suatu urusan".** Adapun peikataan "hal sesuatu" 

lazimnya diartikan sebagai suatu perbuatan hukum, Dalam hal pembahasan 

mengenai pengertian terdapal beberapa masalah pengertian terdapat 

pcrbedaan. Dalam pemberian kuasa tidak ada perselisihan paham tentang 

arti kata-kata "atas nama" yaitu bahwa plhak-pihak yang diberi kuasa 

bertindak secara mewakili pihak yang memberi kuasa. Juga ada kata 

sepakat bahwa seal pemberian kuasa dan seal perwakiian adalah dua hal 

tersendiri yang tidak selalu berada bersama-sama pada suatu perbuatan 

hukum. 

Suatu hal yang menjadi perselisihan paham terhadap suatu pendapat 

yang berpegang teguh pada adanya kata-kata tersebut, artinya bahwa yang 

dinamakan pemberian kuasa menurut KUH Perdata bahwa pcmbcria kuasa 

islah pemberian kuasa yang disertai perwakiian (van brakel), sedangkan 

pendapat kcdua mempunyai anggapan bahwa seolah-olah kata-kata atas 

nama itu tidak termuat dalam Pasal 1792 KUH Perdala bahwa pemberian 

kuasa pada umumnya, dengan demikian jadi juga apabila tidak disertai 

dengan perwakiian. Perwakiian ini berarti bahwa dalam hubungan antara si 

kuasa dan seorang ketiga yang diikat bukan si kuasa mclainkan orang yang 

diwakili, jadi si pemberi kuasa. Perwakiian ini ada bilamana si kuasa 

bertindak tcrhadap seorang ketiga itu scolah-olah untuk kepentingan dan 

*' Djoko Prakoso, Op (ii. Mm. 191 
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atas maunya sendiri. Dengan demikian seolah-olah tiada orang lain yang 

menyuruhnya bertindak demikian. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan demikian 
\ 

pemberian kuasa tanpa perwakiian mengenai hanya hubungan intern antara 

si pemberi kuasa dan si kuasa, sedangkan perwakiian mengenai hubungan 

ekstem antara si pemberi kuasa dengan seorang ketiga. Dengan demikian 

kata-kata atas nama yang terdapat pada Pasal 1792 KUH Perdata yang 

dapat mengajukan alasan bahwa menyebutkan kata-kata perwakiian tidak 

ada arti sama sekall. 

Selanjutnya dapal dikemukakan bahwa k\iasa dapal diberikan dan 

diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, 

bahkan dalam sepucuk surat atau dengan luliasn. Penerimaan suatu kuasa 

dapal pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan 

kuasa itu oleh si kuasa. Dalam hal pemberian kuasa dapat pula terjadi 

secara cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal 

tcrakhir, upahnya tidak dilentukan dengan tegas, maka si kuasa tidak boleh 

meminla upah yang lebih dari pada yang dilentukan terdahulu. 

Dapat dikemukakan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara 

khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih atau 

secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. 

Pemberian kuasa yang dlruniuskan dalam kala-kata umum, hanya meliputi 
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perbuatan-perbuatan pengurusan. Sedangkan untuk memindah tangankan 

bcnda-benda atau unluk melctakkan hopotik atas bcnda-benda itu atau 

untuk mcmbuat suatu pcrdamaian, ataupun suatu perbuatan tain yang hanya 

dapat dilakukan oleh scorang pcmilik, diperlukan pemberian kuasa dengan 

kata-kata yang tegas. 

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat 

dipcrtegas bahwa pengertian kuasa adalah sebagai berikut: 

Suatu perbuatan hukum yang bersumber pada persetujuan/peijanjian 
yang sering kita lakukan dalam kchidupan sehari-hari, oleh karena 
bermacam-macam alasan, disamping kesibukan sehari-hari sebagai 
anggota masyarakal yang telah maju (modem), sehingga tindakan 
memberi/mcnerima kuasa, perlu dilakukan untuk mcnyelesaikan salah 
satu atau beberapa masalah tertentu.''* 

Dari kcterangan yang dikemukakan dl atas. pemberi kuasa ini 

merupakan suatu perjanjian/persetujuan yang dibuat oleh pihak pemberi 

kuasa dan pcnerima kuasa yang telah disepakati oleh para pihak. Perjanjian 

pemberian kuasa mempunyai kekuatan mengikat tcrhadap hal-hal yang 

berkenaan dengan hak dan kewajiban para pihak. 

2. Macam-macam Kuasa 

Agar tidak menimbulkan salah paham. pemberian kuasa harus 

diberikan dengan Icgas dan jclas. Karcna kc;;alahan dalani pemberian kuasa 

menimbulkan kesulilan-kesulitan dikemudian hari. .Jitihal dari isinya 

bahwa pemberian kuasa dibagi liga jenis, sebagai berikut: 

DJaja S. Meliala, Op Cil, him. 1 
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Pemberian kuasa khusus 

Pemberian kuasa khusus adalah kuasa yang diberikan untuk 

meiakukan perbuatan tertentu, misalnya untuk mcnjual rumali, untuk 

mencarikan sescorang partner dalani usaha pcrdagangan dan lain-

lainnya. 

Pemberian kuasa umum 

Pemberian kuasa umum adalah kuasa yang diberikan meliputi 

berbagai jenis perbuatan tanpa menyebut secara terperinci objek dari 

perbuatan tersebut. Misalnya kuasa untuk mengurus toko, meliputi 

juga untuk mcnjual barang-harang dagangan yang berada dalam toko 

itu, dan untuk membeli stock baru. Karena kedua perbuatan itu 

termasuk pengertian pengurusan toko yang tidak bolch dilakukan 

adalah menjual toko. 

Pemberian kuasa mutlak 

Pemberian kuasa mutlak adalah suatu pemberian kuasa, dlmana si 

pemberi kua.sa berhak dan dapat meiakukan segala perbuatan yang 

berkenaan dengan objek dari tanah sebagai pcmilik. Misalnya 

nicnjaininkan lanah. mcndirikan bangunan di atas tana, menjual 

tanah, serta menyewakan tanah, pokoknya si pencrima kuasa 

berkuasa mutlak alas tanah itu, bcrwcnang bcrbuat apapuii atas tanah 

itu sebagai pemilik. 
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Dalam hal pemberian kuasa secara umum akan meliputi perbuatan-

perbuatan pengurusan yang meliputi segala kepentingan pihak pemberi 

kuasa, kecuali perbuatan pemilikan sebagaimana dijclaskan dalam Pasal 

1796 KUH Perdata sebagai berikut: 

Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya 
meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan untuk memindah tangankan 
benda-benda atau untuk meletakkan hipotik diatasnya, atau lagi untuk 
membuat suatu pcrdamaian, ataupun sesuatu perbuatan lain yang 
hanya dapat dilakukan oleh seseorang pemilik, diperlukan suatu 
pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas. 

Terhadap pemindah tanganan barang-barang jika itu dilakukan oleh 

scorang kuasa, maka kuasa itu harus dinyalakan dengan tegas. Jika lidak 

dinyatakan dengan tegas, maka kuasa ini tidak diperkenankan. Pihak 

penerima kuasa tidak diperbolehkan meiakukan sesuatu apapun yang 

melampaui kuasanya. Kekuasaan yang diberikan untuk mcnyelesaikan 

sualu urusan dengan jalan pcrdamaian, sekali-kali tidank mengandung 

kckuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada putusan wasit atau 

hakim. 

Selanjutnya terhadap kuasa unluk menyelesaikan/membela suatu 

perkara di muka pengadilan menurut ketentuan Pasal 123 HIR menjelaskan 

sebagai berikut: 

I . Jika dikehendakinya, maka kedua bclah pihak itu boleh dibantu atau 
diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya kalau orang yang memberi 
kuasa itu ada hadir sendiri. Orang yang mendakwa dapat juga 
memberi kuasa itu pada surat perminlaan yang ditanda tanganinya 
dan dimasukkan mcnurut ayat (1) Pasal 118 HIR atau pada tunlutan 
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yang dilakaukan dengan lisan menurut Pasal 120 dan dalam hal 
tersebut kemudian ini yang demikian itu disebutkan dalam catatan 
yang dibuat tentang tuntutan itu 

2. Pegawai negcri yang karena verordening umum, melanjutkan 
perkara unluk pemerintah sebagai wall negeri, tidak pcrlu memakai 
surat kuasa yang leristimewa itu 

3. Pengadilan negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah 
pihak, yang diwakilioleh kuasanya pada persidangan, dating 
menghadap sendiri. 

Kemudian dalam praktek hukum sehari-hari kita akan menemui 

suatu jenis kuasa lain, melalui akta notaris/dibawah tangan, yang sekarang 

telah dilarang penggunaannya oleh Instsnasi Mendagri tanggal 6 Maret 

1982, Nomor 14/1982. Surat kuasa Ini memakai kalusula tidak dapat 

dicabut kembali.'*'* Kuasa ini lebih popular dengan istilah surat kuasa 

mutlak. Sebelum dikeluarkannya Instruksi Mendagri Nomor 14 tahun 1982 

tersebut, maka penggunaan kuasa mutlak ini dimungkinkan dengan 

berdasarkan Pasal 3 akta jual beli menurut lampiran i'eraturan Menteri 

Agraria Nomor 11/1961 menjelaskan sebagai berikut: 

Jika pembeli tida mendapat izin dari Instansi pemberi izin yang 
berwenang unluk membeli tanah hak tersebut sehingga jual beli ini 
menjadi balal, maka ia dengan ini oleh penjual diberi kuasa penuh 
yang tidak dapat ditarik kembali, dengan hak memindahkan kekuasaan 
itu untuk mcngalihkan hak-hak atas tanah kepada pihak lain atas nama 
penjual, dengan dibebaskan dari pcrtanggungan jawaban sebagai 
kuasa, dan jika ada, menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak 
sepenuhnya dari pembeli. Adapun uang pcmbeclian yang sudah 
diberikan kepada penjual tersebutdi atas tidak akan dituntut kembali 
oleh pe.ijual. 

Ibid. him. 4 
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Mengenai keberlakuan kuasamullak ini berbagai pendapat para 

sarjana yang pada pokoknya ada pihak yang membolehkan diberlakukan 

kuasa mutlak dan ada pendapat yang menentang keberlakuan kuasa mutlak. 

Seperti yang dikemukakan bekas ketua umum Ikata Notaris Indonesia GHS. 

Tobing menegaskan: "Tidak dilarang oleh undang-undang kalau tidak 

bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umumdan tidak pula 

melanggar kesusilaan, setiap ada klacn yang memberi kuasa mutlak tidak 

ditolak oleh nolarls"."* 

Pandangan tersebut di atas bersandarkan kepada asas kebebasan 

berkontrak yang dianut oleh KUH Perdata Pasal 1338, dimana setiap 

persetujuan yang dibuat sedcara sah, maka berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang tcrlibat di dalamnya. Sedangkan pendapat yang menolak 

kuasa mutlak, karena kuasa mutlak itu tak boleh dicabut. 

B. Tinjauan Tcntang Pcrjanjian Pemberian Kuasa 

/. Pengertian Perjanjian Pemberian Kuasa 

Dalam ilmu pengetahuan pcrsoalan arti atau istilah adalah 

merupakan hal yang sangat penting, hal ini dikarenakan dari pengertian ini 

orang dapal mengetahui dan memahami maksud dan tujuan, termasuk juga 

pcngetian perjanjian, yang dalam hal ini pengertian perjanjian pemberian 

kuasa. Untuk dapal memahami pengertian perjanjian yang merupakan 

//./V7 him. 52 
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sebagai bagian dari hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Pembahasan 

pengertian perjanjian ini ada kaitannya dengan perikatan. 

Perikatan yang diatur dalam Buku I I I KUH Perdata yang bersumber 
\ 

pada persetujuan atau pcrjanjian dan undang-undang, hal ini disebutkan 

dalam Pasal 1233 K U H Perdata yang berbunyi: "Tiap-tiap perikatan 

dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang". Perikatan 

yang lahir karena undang-undang dapat dibedakan menjadi: 

1. Lahir dari undang-undang saja 

2. Lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia, baik perbuatan 

yang diperbolehkan menurut hukum ataupun perbuatan yang 

melanggar hukum. 

Dari sumber perikatan yang disebutkan di atas, maka dapat 

dikatakan bahwa perjanjian menerbitkan perikatan. Jadi hubungan 

perjanjian dengan perikatan adalah perjanjian menerbitkan perikatan. Istilah 

perikatan diambil dari terjemahan yang dalam bahasa Belandanya 

"•verAewtcm'i", yang maksudnya lebih luas dari kata perjanjian, karena hal 

ini dapat timbul dengan tidak ada perjanjian atau persetujuan lebih dahulu 

oleh pihak-pihak yang terkait. Pengertian perikatan menurut R. Subekti 

adalah: "Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, 
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berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak 

yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu".'^* 

Lebih lanjut pengertian perjanjian dalam arti sempit di atas, meka 

perikatan bersumber pada undang-undang perbuatan melanggar hukum 

tidak mengandung anasir janji tentang hak dan kewajiban diantara pihak-

pihak. Hal ini dijelaskan sebagai berikut: "Orang tidak dapat 

dikatakan berjanji hal sesuatu, apabila suatu kewajiban dikenakan 

kepadanya oleh undang-undang belaka atau dalam hal perbuatan melanggar 

hukum (pnrechimatigedaad) dari Pasal 1365 KUH Perdata secara 

bertentangan denga kemauannya".'^* 

Dalam kchidupan masyarakat suatu janji adalah suatu hal yang 

sangat penting, orang berjanji itu mendapat kepercayaan dari pihak lain 

bahwa ia akan memenuhi kewajibannya, sehingga hubungan itu berjalan 

sesuai dengan harapan. Dengan demikian lahimya suatu perjanjian dari 

sualu peristiwa dua orang yang meiakukan persetujuan kerja sama untuk 

melaksanakan kemauan bersama ataupun masing-masing. Secara terperinci 

pengertian perjanjian adalah: "Perjanjian diartikan sebagai suatu 

perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua belah pihak, dalam 

mana suatu pihak berjanji untuk meiakukan suat hal atau unluk tidak 

R. Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, intcrmasa, Jakarta, him. I 

R. Wirjono Prodjodikoro, 2006, Asas-asas Hukum Perjanjian. Bale, Bandung, him. 8 
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meiakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menurut pelaksanaan 

janji itu".''** 

Kemudian pengertian perjanjian sebagaimana dikemukakan oleh 

Abdulkadir Muhammad adalah: "Pcrjanjian adalah persetujuan dengan 

mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan 

suatu hal dalam lapangan harta kekayaan".'^* Lain halnya pengertian 

perjanjian yang dikemukakan oleh Hari Saherodji adalah sebagai berikut: 

"Pcrjanjian adalah suatu peristiwa dengan mana dua orang/pihak atau lebih 

saling berjanji untuk melaksanakan suatu prestasi".'^* 

Dari beberapa pengerlian perjanjian yang telah dikemukakan di alas, 

sehubungan dengan perjanjian pemberian kuasa, baik kuasa yang bersifat 

umum, maupun kuasa yang beraifat khusus ataupun kuasa mutlak. 

Pemberian kuasa adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang 

bersumber pada persetujuan/perjanjian yang sering kita lakukan dalam 

kchidupan sehari-hari, oleh karena bermacam-macam alasan, sehingga 

orang meiakukan perjanjian pemberian kuasa. Untuk membantu atau 

mengalasi kesibukan inilah, maka diperlukan jasa atau bantuan dari orang 

lain. Perjanjian pemberian kuasa ini dalam Pasal 1793 KUH Perdata 

bcntuknya dilentukan sebagai berikut: "Kuasa dapat diberikan dan diterima 

Ibid, him, 9 

'"^'Abdiilkiidir Mu)uiiiimad,2003, Uukum Perikaian. Alumni. Bandung, him. 

Hari Saherodji. 2()(K). I'okok-pokok Uukum Perdula. Aksara Baru. Jakarta, lilm. 85 
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dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan 

dalam sepucuk surat ataupun dengan Hasan". Sehingga jelas dapat diperinci 

buhwa bentuk pemberian kuasa dapat berbcntuk, akta otentik, akta dibawah 

tangan, surat biasa, secara lisan dan secara diam-diam. 

Dalam hal kuasa yang harus secara otentik yaitu kuasa perkawinan, 

hal ini dapat dilihat dalam Pasal 79 KUH Perdata. Akan tetapi setelah 

bcrlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, ini tida diatur secara 

tegas, karena itu dalam praktek masih sering kila jumpai suatu kuasa 

tersebut secara notarial. Kemudian kuasa penghibahan juga kuasa hipoteik. 

Ini semuanya harus secaa otenik. 

Seauai dengan asas kebebasan untuk berkontrak .sehingga 

memberikan kesempalan setiap orang untuk membual perjanjian atau 

persetujuan. Setiap pcrjanjian yang telah dibuat, termasuk perjanjian 

pemberian kuasa dapat berakhir, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam 

Pasal 1813 KUH Perdata sebagai berikut: 

1. atas kehendak pemberi kuasa 
2. atas pcrmintaan pcnerima kuasa 
3. persoalan yang dikuasakan telah dapat disclesaikan 
4. salah satu pihak meninggal dunia 
5. salah satu pihak berada di bawah pengampuan 
(i, salah satu pihak dalam keadaan pailit 
7. karcna perkawinan peremjpuan yang memberi/mcnerima kuasa 
8. atas putusan pengadila...' ' 

Djaju S. Meliala, Op. Cii. him. 7 
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Bilaman suatu perjanjian pemberian kuasa telah memenuhi 

ketentuan tersebut di atas, maka kuasa tersebut baik kuasa yang bersifat 

umum maupun kuasa yang bersifat khusus akan menjadi berakhir. Dengan 

berakhimya kuasa ini, maka berakhir pulalah hak dan kewajiban bagi para 

pihak yang tcrlibat dalam perjanjian pemberian kuasa tersebut. Hal tesebut 

di atas akan mempunyai pcrbedaan dengan pemberian kuasa yang bersifat 

mutlak dimana kuasa in! memakai klausule yang mana kuasa tidak dapat 

dicabut kembali. Hal ini juga menunjukkan adanya penyimpangan yang 

dikemukakan di atas. 

2. Hak Dan Kewajiban Pemberi Kuasa 

Sctiap persctujuan yang dibuat seeara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian yang sah akan 

menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang tcrlibat dalam 

petjanjian itu. Dalam perjanjian pemberian kuasa karena merupakan suatu 

persetujuan yang juga bersifat timbal balik akan mclahirkan hak da 

kewajiban bagi para pihak. 

a. Hak pemberi kuasa 

Pemberi kuasa bilamana pihak penerima kuasa tidak meiakukan 

kuasanya sebagaimana yang diperjanjikan, maka pemberi kuasa 

dapat meiakukan tuntutan atau gugatan, hal ini sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 1799 KUH Perdata sebagai berikut: "si 
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pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang dengan siapa 

si kuasa telah bertindak dalam kedudukannya, dan mcnurut dari 

padanya pemenuhan persetujuan". 
\ 

b. Kewaj iban-kcwaj iban pemberi kuasa 

Pemberi kuasa disamping mempunyai hak terhadap perjanjian yang 

telah dibuatnya, juga pemberi kuasa dibebani berbagai kewajiban. 

Terutama kewajiban untuk memenuhi persetujuan yang telah 

disepakatinya. Pemberi kuasa tidak akan bertanggungjawab terhadap 

perbuatan-perbuatan yang melebihi batas kewenangannya dalam 

dalam arti jika penerima kuasa meiakukan bal-hal yang tidak 

dikuasakan, maka itu bukanlah tanggung jawab pihak pemberi 

kuasa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1807 KUH Perdata 

sebagai berikut: 

Si pemberi kuasa diwajibkan memenuhi pcrikatan-
perikatan yang diperbual oleh si kuasa menurut kekuasaan yang 
ia telah bcrikan kepadanya. 

la tidak tcrikat pada apa yang telah diperbuat sclebih dari 
pada itu. sclainnya sekedar ia Iclali menyetujuinya secara diam-
diam atau secara tegas. 

Selanjutnya seorang pemberi kuasa, dalam menjalankan kuasanya. 

bilamana lelah mcngcluarkan biaya unluk mcnutupi kcglalan atau 

melaksanakan kuasa, maka kepada pihak pemberi kuasa diberikan 

kewajiban untuk mcngcinbalikan persekot atau membayar upah kepada 
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penerima kuasa hal ini sebagaimana dijclaskan dalam Pasal 1808 KUH 

Perdata. 

Si pemberi kuasa diwajibkan mcngembatikan kepada si kuasa 
persekot-persekot dan biaya-biayayang telah dikeluarkan oleh orang 
ini untuk melaksanakan kuasanya, begitu pula untuk membayar 
upahnya jika ini telah diperjanjikan. 

Jika si kuasa tidak meiakukan sesuatu kelalaian, maka si pemberi 
kuasa tidak dapat meluputkan diri dari kewajiban mengembalikan 
pcrsekot-pcrsckot dan biaya-biaya serta membayar upah tersebut di 
alas, sekallpun urusannya tidak berhasil. 

Seorang pemberi kuasa dibebani sualu keajiban untuk membcrikan 

ganli rugi kepada si pcnerima kuasa terhadap kerugian-kcrugian yang 

diderita sewaktu menjalankan kuasanya, asal dalam hal itu si kuasa lidak 

telah bcrbuat kurang hati-hati. Akan tetapi jika pencrima kuasa meiakukan 

suatu tindakan tidak hati-hati atau meiakukan kelalaian. maka pihak 

pemberi kuasa menjadi tidak bertanggungjawab. 

Kemudian selanjutnya dalam hal scorang kuasa telah diangkat oleh 

berbagai orang untuk mewakili suatu urusan yang merupakan urusan 

mereka secara bersama, maka masing-masing dari mereka adalah akan 

bertanggungjawab untuk scluruhnya terhadap si kuasa mengenai segala 

akinat dari pemberian kuasa itu. Disini tanggung jawab terhadap pemberian 

kuasa itu secara bersama-sama. bukan dibebankan kepada satu orang. 

Dalam hal pemberian kuasa secara tanggung menanggung ini, satu 

orang pcnerima kuasa akan berhadapan dengan berbagai orang yang 

mcmberikan kuasa tanggung jawab secara bersama ini mcnurut undang-
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undang adalah untuk mcmberikan kemudahan si pencrima kuasa unluk 

menuntut upahnya atau Iain-lain hak yang timbul dari perjanjian pemberian 

kuasa. Jika kuasa itu lelah dijalankan dengan sebalk-baiknya maka 

pencrima kuasa akan menuntut tanggung jawab pemberi kuasa yang secara 

bersama-sama untuk membayar upah atau persekot sesuai dengan yang 

telah diperjanjikan oleh para pihak. 

S. Hak Dan Kewajiban Penerima Kuasa 

Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian pemberian kuasa ini 

bersifat timbal balik, sehingga mcngakibatkan timbulnya hak dan 

kewajiban. Kewajiban ini tidak saja berada pada tangan atau pihak pemberi 

kuasa saja akan tetapi hak dan kewajiban juga terdapat pada pihak penerima 

kuasa. 

a. Hak penerima kuasa 

Pencrima kuasa jika telah melaksanakan kuasa itu dengan sebalk-

baiknya atau dengan hati-hati terlepas dari berhasil atau lidaknya 

kuasa yang diberikan kepadanya, maka ia berhak untuk menuntut 

pembayaran upah atau persekot dari perjanjian pemberian kuasa itu. 

Di samping berhak atas pembayaran upah atau persekot tersebut, 

maka pihak pencrima kuasa mempunyai hak untuk menahan barang 

milik pemberi kuasa, jika upah atau persekot yang diperjanjikan ilii 
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belum dibayar lunas. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1812 KUH 

Perdata sebagai berikut: "SI kuasa adalah berhak untuk menahan 

segala apa kepunyaan si pemberi kuasa yang berada ditangannya, 

sekian lamanya, sehingga kepadanya telah dibayar lunas segala apa 

yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa". 

Dari kelerangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa penerima 

kuasa mempunyai hak atas janji yang telah disepakati oleh para 

pihak. Penerima kuasa berhak untuk menolak atas reslko yang terjadi 

dari perjanjian pemberian kuasa, jika kuasa itu telah dijalankannya 

dengan scbaik-baiknya. 

b. Kewajiban-kewajiban pihak penerima kuasa 

c. Penerima kuasa disamping mempunyai hak atas perjanjian kuasa 

tersebut, juga dibebani beberapa kewajiban. Kewajiban ini adalah 

merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh penerima kuasa. 

Pihak penerima kuasa dibebani kewajiban selama ia belum 

dibebaskan, dalam melaksanakan kuasanya dan ia akan menanggung 

segala biaya, kerugian dan bunga yang sekiranya dapal timbul 

karena tidak dilaksanakannya kuasa tersebut. Hal ini dapat 

menimbulkan kerugian bagi pihak pemberi kuasa. Kewajiban 

pencrima kuasa ini sesuai dengan tuntutan dalam Pasal 1800 KUH 

Perdata sebagai berikut: 
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Si kuasa diwajibkan, selam ia belum dibebaskan, 
melaksanakan kuasanya, dan ia menanggung segala biaya, 
kerugian dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak 
dilaksanakannya kuasa itu 

Begitu pula ia diwajibkan mcnyelesaikan urusan yang telah 
mulai dikerjakan pada waktu si pemberi kuasii meninggal jika 
dengan tidak scgera menyelesaikannya dapat timbul sesuatu 
kerugian. 

Kemudian selanjutnya dapat dikemukakan bahwa penerima kuasa 

tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan 

dengan sengaja, akan tetapi juga bertanggung jawab terhadap kelalaian-

kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Terhadap tanggung 

jawab ini bagi scorang pcnerima kuasa yang dengan Cuma-Cuma tidak 

begitu berat, seperti tanggung jawab penerima kuasa yang diperjanjikan 

akan menerima upah atau persekot. 

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa pihak penerima kuasa 

dibebani kewajiban untuk memberikan laporan tentang apa yang 

diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada pihak pemberi kuasa 

mengenai segala yang telah diterlmanya yang berdasarkan kuasanya. 

Meskipun apa yang diterimanya itu tidak seharusnya dibayar kepada 

pemberi kuasa. Dalam hal menjalankan kuasa ini penerima kuasa dapat 

mclimpahkan kepada penggantinya, akan tetapi pencrima kuasa telap 

bertanggung jawab terhadap pemberi kuasa alas segala lugas yang telah 

dikuasakan kepadanya. Pihak pemberi kuasa tidak mempunyai hubungan 
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dengan pihak pcngganti dalam menjalankan kuasa tersebut. Hal ini 

dijelaskan dalam Pasal 1803 KUH Perdata 

Si kuasa bertanggungjawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya 
sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya \ 
1. Jika ia tida diberikan kekuasaan untuk menunjuk seorang Iain 

sebagai pengganti 
2. Jika kekuasaan itu telah diberikan kepada nya tanpa menyebut 

seorang tertentu, sedang orang yang dipilihnya itu temyata orang 
yang tak cakap atau tak mampu. 

Dalam hal yang telali dikemukakan di atas, pihak pemberi kuasa 

senantiasa dianggap embcrikan kekuasaan kepada si kuasa untuk menunjuk 

kepada orang lain sebagai penggantinya untuk pengurusan benda-benda 

yang terletak di luar wilayah Indonesia, atau dilain puiau yang ada di 

Indonesia. Di samping kewajiban-kewajiban yang telah dijelaskan di alas, 

pihak penerima kuasa juga dibebani kewajiban untuk membayar bunga atas 

uang-uang pokok yang dipakainya guna keperluannya sendiri. Hal ini 

berlaku sejak ia memakai uang itu, akan tetapi penerima kuasa tidak akan 

bertanggungjawab terhadap hal-hal yang terjadi bukan karcna kemauannya 

atau terjadi di luar batas kemampuannya. 

C. Tinjauan Tentang Jual Beli 

I. Pengertian Jula Beli 

Salah satu cara untuk mengalihkan hak milik dari seseorang kepada 

orang lain adalah dengan cara jual bcli. Adapun yang dimaksud dengan jual 
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beli adalah: "Suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikatkan diri untuk 

berwajib membayar harga yang dimufakati antara mereka berdua."*' 

Jual bcli tersebut merupakan suatu perjanjian timbal balik dalam 

mana pihak yang satu yaitu pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak 

milik atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya yaitu pihak pembeli 

berjanji untuk membayar harga yangb terdiri atas sejumlah uang imbalan 

dari perolehan hak milik tersebut. 

Selanjutnya pengertian jual bcli adalah: Suatu pcrjanjian timbal balik 
dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan 
hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si 
pcmbali) berjanji unluk membayar harga yang terdiri dari perolehan 
hak milik tersebut.''*' 

Sedangkan R. Wirjono Prodjodikoro mcngemukakan pengertian dari 

perjanjian adalah sebagai berikut: "Perjanjian diartikan sebagai suatu 

perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua belali pihak dalam 

suatu hal atau untuk tidak berjanji untuk meiakukan suatu hal atau untuk 

tidak meiakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut 

pelaksanaan janji itu".^"' 

Seiain pengertian perjanjian yang telah dikemukakan di atas, 

Abdulkadir Muhammad iuga mcngemukakan pengertian perjanjian sebagai 

berikut: "Suatu persctujuan dengan mana dua orang atau lebih saling 

Djoko IVdkoso, Op. Cil, him. I 

' * " R , Siihckli. D/?, CiV. Mm. I 

R. Wirjono Prodjodikoro. Op Cil. him. 98 
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mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta 

kekayaan".^'' 

Kemudian untuk melaksanakan sualu perjanjian para pihak tersebut 

harus memenuhi syarat perjanjian yang telah dilentukan dalam Pasal 1320 

KUH Perdata, yakni: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

2. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan 

3. Suatu hal tertentu 

4. Suatu sebab yang halal. 

Jika perjanjian jual bcli tersebut telah memenuhi syarat perjanjian 

tersebut, maka perjanjian tersebut menjadi sah. Suatu perjanjian yang sah 

mempunyai akibal hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH 

Perdata: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya". 

Dengan demikian jclaslah bahwa perjanjian jual bcli yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Sehingga jika ada salah satu pihak yang melanggar isi perjanjian, maka 

kcpdanya dapat dikalagorikan melanggar undang-undang karcna itu dapat 

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. 

Ahdulkiidir Miihainmad, Op. Cil, him.78 
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2. Cara Meiakukan Jual Beli 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perjanjian jual beli berasaskan 

sifat konsensualismc. Sifat konsensualismc dari jual beli dapat dilihatdari 

ketentuan Pasal 1438 KUH Perdata: "Jual beli dianggap telah teijadi antara 

kata tentang barang dan harga meskipun barang itu belum diserahkan 

maupun harganya belum dibayar". 

Dalam perjanjian jual beli terdapat dua pihak yaitu pihak penjual dan 

pihak pembeli, suatu ha! yang pokok dalam perjanjian jual beli adalah 

penyerahan hak milik atas barang tersebut dan pembayaran harga yang 

telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal jual beli benda tetap, 

penyerahannya dapat dilakukan secara langsung, sehingga pihak penjual 

menyerahkan hak milik atas barang tersebut dan pihak pembeli membayar 

perjanjian jual beli secara sah. 

Dengan demikian tata cara jual beli terhadap barang yang bergerak 

dapat dilakukan secara langsung dari tangan ke tangan tidak perlu 

dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, cukup dengan yang memiliki 

atas barang dan pembayaran harga yang telah dltentukan saja, berarti jual 

beli tersebut telah terjadi. 

Lain halnya dengan jual beli barang yang tidak bergerak, dalam hal 

jual beli barang yang tidak bergerak, penycrahannya harus dilakukan 

dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat 
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Akta Tanah (PPAT). Jual beli barang yang lidak bergerak harus dilakukan 

dihadapan pejabal yang berwenang, sebab penycrahannya harus dilakukan 

dengan balik nama, dengan kata lain penyerahannya harus dilakukan secara 

hukum. Jika tidak dilakukan penyerahan secara hukum atau penyerahan 

secara yuridis levering, maka hak milik atas suatu benda tersebut bclum 

beralih dari pihak penjual kepada pihak pembeli. 

Dapat dikemukakan bahwa dalam perjanjian jual bcli terdapat dua 

subyek yaitu si penjual dan si pembeli, yang masing-masing mempunyai 

berbagai kewajiban dan berbagai ha. Maka mereka masing-masing dalam 

beberapa hal merupakan pihak berwajib dan dalam hal-hal lain merupakan 

pihak berhak. Ini berhubungan dengan sifat timbal balik dari persetujuan 

jual beli 

Subyek yang berupa orang (manusia), hanis memenuhi syarat umum 

untuk dapat meiakukan suatu pcrbuatn hukum secara sah, yaitu harus sudah 

dewasa, schat pikirannya dan tidak oleh pcratura hukum dilarang atau 

dibatasi dalam hal meiakukan perbuatan hukum yang sah, seperti peraturan 

pailit. 

Unluk orang-orang yang bclum dewasa harus dibanlu orang lua atau 

walinya, untuk orang-orang yang tidak schat pikiran harus bertindak 

diabanlu oleh penganipunya {curator). 
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Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perjanjian jual beli melahirkan 

hak dan kewajiban bagi para pihak. Kewajiban utama bagi pihak penjual 

adalah untuk menyerahkan hak milik atas barang. Dalam hal penyerahan 

barang yang bergerak dapat dilakukan secara langsung, sedangkan untuk 

barang tidak bergerak dilakukan dengan cara balik nama. 

Kemudian kewajiban bagi pihak penjual adalah untuk menanggung 

cacad tersembunyi, bahwa cacad tersembunyi ini adalah keadaan barang 

yang mcngakibatkan barang itu lidak dapal dipakai untuk keperiuan yang 

dimaksud atau mengurangi daya pemakaian sedemikian rupa, sehingga jika 

si pembeli tahu keadaan itu ia tidak akan membeli barang itu atau 

membelinya dengan harga telah dimufalcati oleh kedua belah pihak. 

Pihak penjual tidak bertanggung jawab atas adanya cacad yang 

kelihatan dan yang dapat diketahui sendiri oleh si pembeli. Jadi yang 

ditanggung oleh si penjual hanyalah ketiadaan cacad yang tersembunyi. 

Istilah kelihatan harus diartikan secara luas yaitu meliputi juga 

kemungkinan dirubah. 

Kemudian mengenai kewajiban pihak pembeli dalam perjanjian jual 

bcli adalah membayar sejumlah uang pembelian pada waktu dan ditempat 

sebagaimana ditctapkan menurut perjanjian. Sejumlah uang tersebut harus 

berupa sejumlah harga, meskipun mengenai hal ini lidak dilelapkan satu 

pa.salpun di dalam undang-undang, akan tetapi sudah dengan sendirinya 
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termaktub dalam perjanjian jual beli, oleh karena bila tidak dibayar berupa 

uang, maka dia bukanlah jual beli, tetapi dapal berupa lukar menukar. 

\ 



\ 



BAB III 

PEMBAHASAN 

\ 

A. Kckuatan Surat Kuasa dalam Transaksi Jual Beli Baraug Menurut 

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Jual beli merupakan suatu persetujuan, dimana satu pihak 

mengikatkan diri untuk berwajib menyerahkan sualu barang, dan pihak lain 

untuk berwajib membayar harga yang dimufakati antara mereka berdua. 

Jual bcli ini merupakan suatu pcrsctujiiun atau pcrjanjian yang bersifat 

timbal balik dalam mana pihak yang satu yaitu pihak penjual berjanji unluk 

menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya 

yaitu pihak pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas 

sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. 

Dalam perjanjian jual beli barang harus dibedakan antara jual beli 

barang bergerak dengan barang yang tidak bergerak. Jual bcli barang yang 

bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu, hal ini dapat 

dilihat dari ketentuan i'asal 612 KUH Perdata yang berbunyi: "Penyerahan 

kebendaan Iclap, lerkecuali yang tak bcrliibuh dilakukan dengan 

penyerahan nyala atas kebendaan itu oleh alas nama pcmilik, atau dengan 

pcnyerahui) kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada". 

35 
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Selanjutnya dijelaskan bahwa penyerahan tidak perlu dilakukan, 

apabila kebendaan yang harus diserahkan dengan alasan hak lain, telah 

dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya. Dari ketentuan tersebut di 
\ 

atas dapat kita lihat adanya kemungkinan menyerahkan kunci saja kalau 

yang dijual adalah barang yang berada di dalam gudang, hal mana 

merupakan suatu penyerahan kekuasaan secara simbolis, sedangkan apabila 

barangnya sudah berada di dalam kekuasaan pihak pembeli, penyerahannya 

cukup dilakukan dengan suatu pernyataan saja. 

Kemudian di dalam hal yang dijual belikan itu adalah barang yang 

tidak bergerak seperti tanah, maka penyerahan harus diiakukanperbuatan 

balik nama dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan. Sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 616 KUH Perdata sebagai berikut: "Penyerahan atau 

penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan penggunaan 

akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ketentuan dalam Pasal 620 

KUH Perdata". 

Pasal 620 KUH Perdata: 

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam tiga pasal yang 
lalu pengumuman termaksud di atas dilakukan dengan mengindahkan 
sebuah salinan otentik yang lengkap dari akta otentik alas keputusan 
yang bcrsangkutan kckanlor pcnyimpanan hipotik yang mana dalaiii 
lingkungannya barang-harang tak bergerak yang harus diserahkan itu 
ada, dan dengan membukukannya dalam register. 

Dengan demikian jelaslali bahwa dalam jual bcli benda yang tidak 

bergerak, maka harus dilakukan penyerahan secara yuridis dan dilakukan 
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balik nama dari pihak penjual kepada pihak pembeli dt Kantor Pertanahan. 

Para pihak dalam perjanjian jual beli, karena kesibukan dan lain scbagainya 

dapat mcwakilkannya kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa 

balik nama sebagai pihak penjual maupun sebagai pihak pembeli 

Kemudian dijelaskan bahwa surat kuasa baik sebagai pembeli 

maupun sebagai penjual harus dibuat secara tertulis, adapun yang 

dimaksud dengan pemberian kuasa adalah: 

Suatu perbuatan hukum yang bersumber pada persetujuan/perjanjian 
yang sering kita lakukan dalam kchidupan sehari-hari, oleh karena 
bermacam-macam alasan di samping kesibukan sehari-hari sebagai 
anggota masyarakat yang telah maju (modem), sehingga tindakan 
memberi/menerima kuasa, perlu dilakukan untuk mcnyelesaikan salah 
satu atau beberapa masalah lertentu.^^' 

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1792 KUH perdata, pemberian 

kuasa adalah; "Suatu persctujuan dengan mana seseorangmemberikan 

kckuasaan kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas namanya, 

mcnyelesaikan sualu urusan". Karena pemberian kuasa ini adalah 

perseliijiian atau perjanjian. maka dalam hal pemberian kuasa ini harus 

memenuhi syarat sanya perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 

KUII Perdata, yang berbunyi sebagai berikut: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

2. Kccakapan untuk membuat suatu perikatan 

3. Sualu hal tertentu 

DJaja S. Meliala, Op Cil. Mm I 
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4. Suatu sebab yang halal. 

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dimaksudkaii bahwa 

kedua bclah pihak (subyek) yang mengadakan pcrjanjian setuju atau 

sepakat mengenai hal-hal dalam perjanjian itu, disini haruslah kemauan 

mereka itu hendaklah bebas, tidak ada unsur paksaan, unsur kehilafan 

maupun unsur penipuan dari salah satu pihak. 

Unsur paksaan baru dianggap ada bila pihak yang menyetujui suatu 

pcrjanjian karena takut akan ancaman, baik ancaman dengan kekuatan 

jasmani atau ancaman dengan upaya-upaya akan membuka rahasia dan lain 

scbagainya yang mana perbuatan itu dilarang dan bertentangan dengan 

undang-undang. 

Sedangkan mengenai kehilafan atau kckcliruan, yang juga 

merupakan salah satu pcnyebab perizlnan yang tidak bebas, apabila salah 

salu khilaf atau keliru tentang hal-hal pokok dari yang diperjanjikan atau 

dapat juga tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek 

perjanjian atau terhadap orangnya dengan siapa diadakan perjanjian itu 

sendiri. 

Kemudian selanjutnya mengenai kccakapan antara pihak-pihak yang 

mengadakan atau membuat perjanjian, disini maksudnya cukup menurut 

hukum untuk dapal meiakukan perbuatan hukum. Kccakapan dalam hal 

mengadakan atau membuat pcrjanjian adalah .sangat penting, di lihat dari 
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rasa keadilan bahwa orang yang membuat suatu peijanjian nantinya akan 

terikat oleh hal-hal yang disepakati, oleh karena itu harus mempunyai 

cukup kcmampuan untuk bertanggung jawab atas semua yang menjadi 

kewajiban dari perjanjian itu. Selanjutnya dari sudut ketertiban hukum, 

seseorang yang membuat persetujuan atau perjanjian berarti 

mempertaruhkan kekayaannya, maka hendaklah ia memang berfiak berbuat 

bebas atas kekayaan itu. 

Kemudian dalam perjanjian suatu hal tertentu hal ini merupakan 

suatu yang menjadi pokok pcrjanjian, dalam kchidupan sehari-hari yang 

menjadi pokok dari suatu perjanjian hampir selalu berupa benda, dengan 

begitu benda yang dimaksud harus jelas oleh kedua belah pihak dalam 

perjanjian yang diadakan itu, paling sedikit mengenai jenisnya. 

Juga yang penting dalam perjanjian adalah suatu sebab yang halal, 

sebab disebut juga causa dari suatu perjanjian iaiah hal yang dimaksudkan 

oleh kcdua belah pihak dalam bentuk perjanjian itu sendiri. Misalnya 

dalam perjanjian jual beli, sualu pihak akan mendapat barang dan pihak 

lainnya mcndapatkan uang sebagai harga. Sebab atau causa merupakan isi 

dan tujuan dari pada pcrjanjian, yang mana haruslah hal yang diperbolehkan 

oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kcsusilaan dan 

ketertiban umum. 
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Peijanjian pemberian kuasa yang teiah memenuhi syarat sahnya 

suatu perjanjian akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH 

Perdata: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Berpcdoman dari 

ketentuan mengikat dan memaksa, maksudnya para pihak harus mentaati 

perjanjian itu sebagai undang-undang dan bagi pelanggamya mempunyai 

sanksi menurut yang telah ditetapkan oleh undang-undang. 

Dari apa yang diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa kekuatan 

mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang tetap menurut Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata adalah bahwa surat kuasa yang dibuat 

secara sah oleh para pihak baik sebagai pihak penjual maupun sebagai 

pihak pembeli mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-

undang. bialmana salah satu pihak tidak meiakukan isi perjanjian hal ini 

dianggap sama halnya telah mclanggar undang-undang dan dapat dituntut 

secara hukum. 

B. Akibal Hukum Terhadap Pelaksanaan Jual Bcli Barang 

Bergerak Dengan Sural Kuasa 

Pemberian kuasa ini menurut ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata ada 

dua jenis surat kuasa, yaknl: 
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1. Surat kuasa umum 

2. Surat kuasa khusus. 

Pemberian kuasa secara umum adalah meliputi perbuatan-perbuatan 

pengurusan yang meliputi segala kepentingan pemberian kuasa, kecuali 

perbuatan pemilikan. Sedangkan pemberian kuasa secara khusus, ini hanya 

mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Karena itu diperlukan suatu 

pemberian kuasa yaiig menyebutkan dengan tegas perbuatan mana yang 

dapat dilakukan oleh pencrima kuasa. Seperti untuk mengalihkan hak 

barang bergerak, barang tidak bergerak, meiakukan pcmbebanan hak dan 

lain scbagainya. Sebagaimana dengan yang tcah diuraikan di atas dalam 

hubungannya dengan pemberian kuasa pada pcnulisan skripsi ini adalali 

secara khusus untuk meiakukan jual bcli barang tetap. Adapun benda-benda 

bergerak dan benda tidak bergerak ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Benda bergerak in! akan dibedakan sebagai berikut: 

a. Benda bergerak karcna sifat menurut Pasal 509 KUM Perdata 

yaitu benda yang dapat beqiindah atau dipindahkan 

b. Benda bergerak karcna dilentukan oleh undang-undang, 

meminil Pasal 5 11 KUH Perdata yaitu: 
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1) I lak alas benda yang bergerak 

2) I lak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, baik 

bunga yang diabadikan, maupun bunga cagak hidup 

3) Pcrikatan-perikatan dan tuntulan-lunlutan mengenai 

jumlah-jumlah uang yang dapat ditagih atau yang 

mcnegenai benda bergerak 

4) Sero-sero atau andil-andii dalam persekutuan 

pcrdagangan uang, persekutuan dagang atau 

persekutuan pcrusahaan, sekarang benda-benda 

persekutuan yang bcrsangkutan dan pcrusahaan itu 

adalah benda bergerak 

5) Andil dalam pcrutangan alas dengan ncgara 

Indonesia, baik andil-andil karcna pendaftaran dalam 

buku besar maupun sertifikal-serlinkal, sural-surat 

pcngakuan hutang, obligasi atau sural-sural lain yang 

berharga 

6) Sero-sero atau kupon obligasi dalam pcrutangan lain, 

termasuk juga pcrutangan yang dilakukan ncgara-

ncgara asing. 
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a. Benda tidak bergerak menurut sifatnya yaitu tanah dan segala 

sesuatu yang meiekat di atasnya 

b. Benda tidak bergerak karena tujuannya seperti mesin dan alat-

alal yang dipakai didalatnnya 

c. Benda tidak bergerak menurut ketentuan undang-undang. 

Selanjutnya dapat dijelaskan disini bahwa dalam perjanjian 

pemberian kuasa, penerima kuasa tidak boleh meiakukan sesuatu perbuatan 

yang melampaui kewenangan pemberi kuasa atau tanda tangan pemberi 

kuasa dipatsukan. Tugas yang telah disanggupi harus dilaksanakan dengan 

scbaik-baiknya dan dalam waktu yang secepalnya, jika tidak si penerima 

kuasa dapat dianggap melalaikan kewajibannya untuk mana ia dapat 

dituntut mengganti kerugian yang ditlmbulkan karena kelalaian itu. Hal ini 

dapat dilihat dari penjelasan sebagai berikut: 

Si kuasa tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan 
yang dilakukun dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian-kelalaian 
yang dilakukan di dalam meiakukan kuasanya. Namun itu, tanggung 
jawab tentang kelalaian-kelalaian bagi seorang yang dengan cuma-
cuma menerima kuasa adalah tidak scbegitu berat seperti yang dapat 
dimintakan dari seorang yang untuk pekerjaannya itu menerima 
upah."' 

Pencrima kuasa diwajibkan menerima laporan tentang apa yang telah 

diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada si pemberi kuasa tcntang 

segala apa yang lelah diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa 

yang diterima itu tidak seharusnya dibayarkan kepada si pemberi kuasa. 

Djoko Prakoso, Op. Cil. him. 1% 
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Selanjutnya si pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-

perikatan yang diperbuat oleh si penerima kuasa menurut kekuasaan yang ia 

telah bcrikan kepadanya. Ia tidak terikat pada apa yang telah diperbuatnya 
\ 

selebihnya dari pada itu, seiain sekedar ia telah menyetujuinya secara tegas 

atau secara diam-diam. Juga pemberi kuasa diwajibkan mengembalikan 

kepada kuasa semua persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah 

dikeluarkan oleh orang ini untuk melaksanakan kuasanya, begitu pula untuk 

membayar upahnya, jika ini telah diperjanjikan. Jika si kuasa tidak 

meiakukan sesuatu kelalaian, maka si pemberi kuasa tidak dapat 

melcpaskan dari kewajiban mengembalikan persekot-persekot dan biaya-

biaya serta membayar upah tersebut, sekalipun urusannya tidak berhasil. 

Begitu pula si pemberi hams memberikan ganti mgi kepada si kuasa 

tentang kerugian-kemgian yang diderita sewaktu menjalankan kuasanya, 

atau dalam hal si kuasa tidak lelah berbuat kurang hali-haii. Dalam hal ini 

pemberi kuasa hams membayar kepada si kuasa bunga atas persekot-

persekot yang telah dikcluarkan oleh si kuasa, lerhilung mulai hari 

dikeluarkannya persekot-persekot itu. 

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat 

diketahui bahwa pelaksanaan jual beli barang tetap dengan cara melalui 

sural kuasa adalah sama dengan pclak.sanaan jual beli barang pada 

umumnya yang terpenting bahwa sural kuasa yang dibuat oleh kedua bclah 
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pihak adalah sah, jika demikian maka mengalihkan hak milik atas barang 

yang diperjual beiikan menjadi beralih dari penjual kepada pembeli. 

Dengan beralihnya hak milik atas suatu barang yang dipcrjual belikan, 

maka hak dan kewajiban atas barang yang diperjual belikan menjadi beralih 

dari penjual kepada pembeli. 





BAB IV 

P E N U T U P 

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang ada 

sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan 

saran-saran sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Kekuatan surat kuasa dalam transaksi jual [tcVi barang mcnurut Buku 

II KUH Perdala adalah: mempunyai kekuatan mcngikat bagi para 

pihak baik penjual maupun pembeli dan berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya. Bilamana salah satu pihak 

tidak melaksanakan isi pcrjanjian dari surat kuasa tersebut. maka 

kepadanya dapat dikatakan telah melanggar isi perjanjian, dan hal ini 

dianggap sama halnya tclah melanggar undang-undang. 

2. Akibal Inikum terhadap pelaksanaan jual beli barang dengan surat 

kuasa adalah: Karcna sural kua.sa yang dibuat oleh kcdua pihak 

adalah sah secara hukiini, dengan sendirinya jual bcli tersebut adalah 

sah secara liukuin dan mcngakibatkan hak milik atas barang Ictap 

yang dipcrjual bclikan menjadi beralih dari penjual kepada pembeli. 

Dengan hcralilinya liak milik alas suatu barang yang diperjual 
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beiikan, maka hak dan kewajiban atas barang yang diperjual bclikan 

menjadi beralih pula dari penjual kepada pembeli. 

B. Saran-saran 

1. Disarankan kepada para pihak yang mempunyai kesibukan, agar 

memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengurus jual beli 

barang bergerak, baik selaku pihak penjual maupun pihak pembeli 

2. Agar tidak mcrugikan salah satu pihak, maka disarankan dalam 

membuat surat kuasa lebih dipertcgas dan lebih terperinci mengenai 

hak dan kewajiban para pihak baik pemberi kuasa maupun pcnerima 

kuasa. 
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